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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Sistem Upah Lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri”
merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa Badas Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sistem upah
lembur pekerja dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap
sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah
wawancara dan dokumentasi, kemudian data disusun dan dianalisis menggunakan
metode deskriptif analisis yakni tentang sistem upah lembur pekerja di CV Herika
Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, kemudian dianalisis dengan
menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan memaparkan praktik pengupahan
lembur pekerja di CV Herika Abdi lalu dianalisis menurut hukum Islam dan hukum
positif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, sistem upah lembur diganti
dengan bonus dengan ketentuan bahwa karyawan atau pekerja CV Herika Abdi
harus dapat melebihi target perusahaan yakni lebih dari 10 truk dalam sehari,
dengan begitu karyawan akan mendapatkan bonus lembur sebesar 1% dari tiap
kelebihan target tersebut, kedua; penggantian upah lembur dengan bonus ini tidak
sesuai dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur (jahalah) ketidak
pastian jumlahnya dan tidak selalu didapatkan, sehingga tidak ada kejelasan
mengenai jumlah bonus atau upah yang didapatkan atas pekerjaan lembur yang
telah dilakukan; serta menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib membayar upah kerja
lembur jika mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, dan didalam Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan
Upabh istilah bonus bukan merupakan komponen dari upah.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada
pimpinan CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri agar dalam
pemberian upah lemburnya diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

vii



DAFTAR ISl

Halaman
SAMPUL DALAM ...ttt ettt nneeas i
PERNYATAAN KEASLIAN ...ttt I
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......ccooiiiiiiccee e i

PENGESAHAAN ...ttt e e nnae e e nneeas v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI........ccoi e v
IMIOTTO ettt sttt e sae e beeseeas Vi

ABSTRAK L. Vil

KATA PENGANTAR . ..ottt e nne e Viii
DAFTAR ISL...o ettt e e e enae e nnaee e X

DAFTAR TRANSLITERASI ...t XI1il
BAB | PENDAHULUAN ... ..o 1
A. Latar Belakang Masalah.............cocoiiiiiiineeee 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah...........c.ccccoccviviiiieninieniereee e 10

C. RUMUSAN MaSalaN .....c..oiiiiiiiiicieee e 11

D. Ka@jian PUSTAKA..........coiiiiirieiiecic et 12

E. Tujuan Penelitian ..........cccoeiieiiiieii et 14

F. Kegunaan Hasil PENelitian ............ccoouiiiiiiiiies e 14

G. Definisi OPerasional............ccoiiiiiiiriieieie e 14

H. Metode Penelitian..........ccooieiiiiiiiiice e 15

I.  Sistematika Pembahasan ... 18

BAB Il KONSEP PENGUPAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF .o 21



1. Pengertian UPah ... 21
2. TJArAN ..o 22
3. Dasar HUKUM Upah.........ccccoiiiiiicccc e 23
4. Rukun dan Syarat lJarah ...........cccceeeviiiiein e 25
5. Asas-asas dalam Perjanjian Islam ............ccccooooviiiiiiiiiic i 29
6. Macam-macam UpPah ..o 33
7. Kewajiban dan Hak PeKerja.........cccoovieriiiiiiinicieee e 35
8. SIStEM UPAN ...cviiiii e 39
B. Upah Menurut HuKUm POSItif............cccoviiiiii e 40
1. Pengertian Upah ........cccoovoiiiiciice s 40
2. Kerja Lembur dan Upah Lembur ..., 44

BAB Il KETENTUAN SISTEM UPAH LEMBUR DI CV HERIKA ABDI

KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI......cccooiiiiiiieeeee, 53
A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri..........cccooiviniiininienencienee 53
1. Keadaan GeografiS. ..ot 53

2. LuaS WIlayah .........cooiiiiiiiiiee e 54

3. PeNUUAUK ... 54

4. Pertumbuhan EKONOMI.......ccociiiiiiiiiiiiee e 54

5. BROIOGI ...ttt 55

6. Keadaan TKHM ... 55

B. Gambaran Umum CV Herika ADdi.........ccccooiniiininiiieec e 56
1. Profil Perusanaan ..o 56

2. Karyawan dan Waktu Kerja.........ccccovvveiiiiiiieiic e 57

Xi



3. Ketentuan Bonus Lembur di CV Herika Abdi..........ccccooviviiiiincnen, 57
4. Akad Perjanjian Kerja antara CV Herika Abdi dengan Karyawan.....60
5. Sistem Upah Kerja Lembur di CV Herika Abdi.........cccccoevvivniiennnee 61
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SISTEM UPAH LEMBUR DI CV HERIKA ABDI
KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI......cccoooiiiiieeee, 64
A. Sistem Upah Lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten
(T 1 TSSO PP PP UR PRSP 64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Lembur di CV Herika Abdi
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ..........ccccooveviiiiiieiecic e 65

C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Sistem Upah Lembur di CV Herika Abdi

Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ..........ccccoovveviiieiiiiecicicce e 68

BAB V PENUTUP ... .o 74
AL KESIMPUIAN L. e 74

B. SAraNn......ooiic 74
DAFTAR PUSTAKA ettt 76
LAMPIRAN ...ttt et e nnne e 79

Xii



A

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi hampir di
setiap negara, karena ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia. Setiap negara pasti memiliki masalah ekonomi, tak
terkecuali Indonesia. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia secara
terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Ketimpangan ekonomi
masih terjadi di Indonesia, dimana tingkat kemiskinan dan penggangguran
yang masih tinggi serta pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah.t
Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia,
banyak penduduk usia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan atau
mendapatkan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan bakat atau keterampilan
yang dimiliki.

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut tidak lain karena
disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti kurangnya pendidikan,
kurangnya informasi mengenai pekerjaan, tempat tinggal yang jauh dari
perkotaan, kelainan atau cacat pada tubuh dan lain sebagainya. Minimnya
lapangan pekerjaan tersebut mengakibatkan banyak calon pekerja yang rela
bekerja apapun asalkan mendapatkan upah, tak terkecuali menjadi buruh di
suatu pabrik atau perusahaan di luar dari bakat yang dimiliki. Perusahaan pada

umumnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan,

1 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001),

124,



menyediakan lapangan pekerjaan serta memberikan kesejahteraan sosial
kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama
yang baik antara pengusaha dengan para pekerja/buruh. Pekerja memiliki
kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Pekerja
atau tenaga kerja atau dikenal juga dengan istilah buruh merupakan manusia
yang menggunakan tenaga, kemampuannya serta keterampilannya untuk
memperoleh imbalan ataupun upah atas hasil kerjanya.

Suatu perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil pasti
membutuhkan yang namanya pekerja/buruh. Tanpa adanya pekerja/buruh
perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan baik. Kewajiban dari
pekerja/buruh adalah menjalankan pekerjaan berdasarkan atas bagian atau
kemampuan masing-masing yang telah ditetapkan oleh pengusaha atau
pemberi pekerjaan. Atas pekerjaan yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh
pekerja/buruh, mereka berhak menerima imbalan atau upah dari pengusaha
atau pimpinan perusahaan. Dan pekerja/buruh memiliki hak penuh atas upah
yang diberikan tersebut, karena upah telah menjadi ketetapan yang harus ada
dan menjadi suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003 (untuk selanjutnya
disebut dengan UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan yang lain adalah pekerja/buruh?.

Bekerja sendiri merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi,

2 pasal 1 Nomor Rl Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.
Bahwa Negara Indonesia telah menjamin kesempatan, hak, serta memberikan
perlindungan kepada setiap pekerja/buruh dalam memperoleh suatu pekerjaan
dan penghasilan yang layak tanpa adanya diskriminasi.>

Pekerja/buruh akan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,
semakin tinggi pendidikan dan bakat yang dimiliki biasanya semakin tinggi
pula jabatan yang akan diperoleh. Kebanyakan pekerja/buruh yang tidak
memiliki pendidikan yang tinggi akan bekerja di tempat dan profesi apapun
tanpa memikirkan bakat yang dimiliki dan resiko yang didapat. Karena tujuan
bekerja hanya untuk mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidup,
sehingga walaupun bekerja dengan jabatan yang rendah asalkan mendapat
upah yang cukup pekerjaan tersebut akan tetap dikerjakan. Karena kemuliaan
serta kehormatan seseorang terletak pada pekerjaan apapun asal tidak
mengerjakan sesuatu yang haram.*

Menurut perspektif konvensional upah adalah balas jasa terhadap faktor
produksi dan tenaga kerja. Karena, dalam ekonomi konvensional upah
termasuk salah satu bagian dalam distribusi pendapatan selain bunga, sewa dan
laba.> Upah memegang peranan penting dan merupakan salah satu ciri dalam
suatu hubungan kerja, upah merupakan tujuan utama bagi pekerja/buruh

melakukan pekerjaan atau bekerja. Pengusaha harus memberikan upah yang

3 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Fahruddin, Mencari Kurnia Allah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 13.

5 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Prenadamedia Group,
2008), 208.



layak kepada para pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan
serta sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja antar kedua belah pihak.

Upah dalam Hukum Islam dikategorikan dalam konsep ijarah, al ijarah
berasal dari kata al ajru yang berarti al/ ‘iwadhu (ganti), dari sebab itu ats
tsawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut pengertian syara’, al ijarah
lalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Al-
ijarah berasal dari kata ujrah yang artinya adalah upah dan sewa. Dalam
ensiklopedi hukum Islam ijarah adalah upah, sewa, atau imbalan.®

Dasar hukum dibolehkannya akad al-ujrah adalah Firman Allah surat Al-

Qashas ayat 26 yang berbunyi :

SN (RZIVA RIS AR E YIS LM IO A TSI

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah
la sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya”.’

Dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw menganjurkan seorang
majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai

melakukan pekerjaannya. Rasulullah Saw bersabda :®

G G g et kel

Artinya : “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya” (HR.
lonu Majah).®

& Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 316

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: CV Karya Utama, 2002), 547.

8 Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005),
VI11/398, hadis nomor 2537.

® Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 104.



Hadist tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa Islam sangat menghargai
nilai-nilai kemanusiaan, dalam penentuan upahyang Islami berasal dari dua
sumber, yaitu majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan
menerapkan nilai-nilai  kemanusiaan dalam penentuan upah bagi
pekerja/buruhnya. Termasuk bagian dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil

yakni upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.®

Pemerintahan yang baik akan menciptakan serta menerapkan aturan-aturan
yang mampu menyejahterakan masyarakat tanpa ada unsur diskriminasi. Islam
juga sangat memperhatikan tentang waktu pemberian upah pekerja/buruh agar
tidak ada keterlambatan. Keterlambatan pemberian upah kepada pekerja/buruh
dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim dan sangat dibenci
oleh Allah karena hal ini dinilai sebagai perbuatan yang tidak menghargai
tenaga serta waktu pekerja/buruh. Hukum Islam selalu memandang sesuatu
dari segi kemaslahatan serta tidak merugikan pihak lain. Dengan kata lain
majikan atau perusahaan harus memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai

dengan apa yang telah dikerjakan tepat pada waktunya.

Indonesia merupakan negara hukum, dalam sistem ketenagakerjaannya
menggunakan peraturan perundang-undang diantaranya UU Ketenagakerjaan
Pasal 77-78. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan berbagai hal mengenai
pengupahan, seperti kebijakan pemerintah dalam penetapan upah yang
diantaranya upah minimum, upah kerja lembur, struktur dan skala pengupahan

yang proporsional dan lain-lain. Ketentuan lain yang mengatur mengenai

10'H. Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), 75.



ketenagakerjaan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja

Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Kedua peraturan tersebut di maksudkan agar para pengusaha memiliki
batasan serta tidak sewenang-wenang dalam mempekerjakan para
pekerja/buruh. Waktu kerja dan upah pekerja/buruh harus sangat diperhatikan
oleh pengusaha agar tidak ada yang dirugikan. Upah dari sisi pekerja/buruh
merupakan suatu hak yang pada umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari
sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas.'! Sehingga ini
menimbulkan adanya keinginan para pekerja/buruh untuk mendapatkan upah
yang tinggi tanpa dibarengi dengan hasil produktivitas yang tinggi pula, hal ini
bisa di karenakan rendahnya pendidikan atau kemampuan yang kurang
memadai. Juga keinginan pengusaha untuk mendapatkan laba/keuntungan

yang tinggi tanpa memperhatikan kemampuan para pekerja/buruh.

Banyak pekerja/buruh yang kurang memahami atau tidak mengetahui
mengenai undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan sehingga rela
bekerja walaupun tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Seperti
halnya yang dijelaskan di dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 77-78, bahwa
dalam melaksanakan pekerjaan ada batas waktunya dan apabila setelah waktu

kerja berakhir tetapi masih ada pekerja/buruh yang bekerja maka hal tersebut

11 Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2018),

105.



dapat dikatakan sebagai kerja lembur serta pelaksanaan upah lembur harus

wajib dibayarkan.!?

Upah lembur sendiri merupakan upah yang diterima pekerja/buruh atas
pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukan. Atau
tambahan upah yang dibayarkan perusahaan tempat bekerja karena
pekerja/buruh melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang
telah ditentukan perusahaan. Dengan kata lain perusahaan wajib memberikan
upah lembur kepada pekerja/buruh yang telah melakukan kerja lembur, sesuai

dengan yang telah tercantum dalam undang-undang yakni :
Pasal 77,

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78,

(1) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

12 pasal 4 Kepmenakertrans No. Kep.102/MEN/VI Tahun 2004



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/burun melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

a. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.*?

Pengaturan upah kerja lembur diatur lebih jauh dalam Pasal 1 angka 1
Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/V1/2004 Tahun 2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur : “Waktu kerja lembur adalah waktu
kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam
sehari, dan 40 (empat puluh) jaml (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau
pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah .14

Dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai cara menghitung upah lembur yakni
besarnya upah lembur didasarkan atas upah bulanan yakni 1/173 kali upah

sebulan. Upah kerja lembur adalah kewajiban dari perusahaan yang harus

13 pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
14 pasal 1 Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/V1/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur
dan Upah Kerja Lembur



diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan lamanya waktu kerja yang
dilakukan dengan perhitungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta
tidak boleh digantikan dengan hal lain yang bukan upah (non upah) sesuai
dengan Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.®®

Saat ini banyak pengusaha-pengusaha yang membuat kebijakan sendiri
mengenai waktu kerja dan upah yang diterima pekerja/buruh. Dimana
pekerja/buruh bekerja diluar waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang,
hal ini dilakukan karena adanya target yang ingin dicapai oleh suatu
perusahaan. Seperti halnya yang terjadi di CV Herika Abdi Kecamatan Badas
Kabupaten Kediri, perusahaan tersebut tidak menerapkan upah kerja lembur
terhadap pekerja/buruh yang telah melakukan kerja lembur, melainkan
menggantinya dengan memberikan insentif atau bonus kepada pekerja/buruh
yang telah melakukan kerja lembur.

Pengelompokan mengenai komponen upah telah dijelaskan dalam Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990
Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non
Upah bahwa para pengusaha yang dengan maksud untuk mendorong para
pekerja/buruh dalam bekerja agar lebih disiplin, giat dan produktif, perusahaan
banyak yang memberikan bermacam-macam tunjangan atau perangsang.
Dimana upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap termasuk
kedalam komponen upah, sedangkan fasilitas, bonus dan tunjangan hari raya

termasuk kedalam komponen non upah.*® Insentif sendiri merupakan tambahan

15 Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
16 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990
tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
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penghasilan yang bisa berupa uang atau barang atau hal lain yang diberikan
perusahaan untuk meningkatkan gairah kerja atau semangat para
pekerja/buruh. Insentif tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan
pelaksananya.

CV Herika Abdi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
Agribusiness (Integrated farming business in duck and chicken) yakni peternak
bebek sekaligus pengolahan bebek yang siap jual dalam keadaan fresh maupun
setengah proses atau biasa disebut dengan perusahaan bebek potong. Di
perusahaan tersebut memiliki kurang lebih 300 karyawan yang dibagi dalam
beberapa divisi serta memiliki waktu kerja yang berbeda sesuai yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Waktu kerja tersebut tidak ada dalam perjanjian
kerja secara tertulis hanya ditentukan secara langsung atau lisan oleh pimpinan
perusahaan. Pekerja/buruh di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten
Kediri bekerja melebihi waktu kerja untuk menyelesaikan target perusahaan
tanpa adanya upah lembur. Pekerja/buruh akan menerima bonus atas kerja
lembur yang telah dilakukan bersamaan dengan waktu gajian.

Berdasarkan permasalah diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam dalam
penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Sistem Penetapan Upah Lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Kabupaten
Badas Kediri”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Konsep upah dalam Islam.
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2. Alasan pemberlakuan upah lembur.

3. Hak dan kewajiban pekerja/buruh.

4. Perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh.
5. Sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten

Kediri.

6. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem upah lembur di

CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka timbul
beberapa pembahasan yang dapat dijadikan suatu pijakan sebagai obyek
penelitian, agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka
peneliti akan menjadikan beberapa pokok pembahasan dalam penelitian
iniserta akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai
berikut :

1. Sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten

Kediri.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem upah lembur di

CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan,
yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas

Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem upah
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lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
D. Kajian Pustaka
Pada dasarnya Kkajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang
kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Dalam penelusuran peneliti sampai saat ini sudah ada beberapa peneliti yang

melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai upah pekerja/buruh

dilndonesia, namun penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang
secara spesifik sama mengkaji tentang Sistem Upah Lembur di Kecamatan

Badas Kabupaten Kediri.

Mengenai masalah upah sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi
sebelumnya hanya saja berbeda kasus dan permasalahan, yaitu :

1. Skripsi Sella Friska Amalia Ahmad, ”Implementasi Pengupahan PT. Cakra
Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa di Sidoarjo
dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan”,'” skripsi ini membahas tentang
implementasi hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan terhadap pemberian
upah karyawan PT. Cakra Satya Internusa (CSI) yang mengalami
keterlambatan serta praktik pemberian upah yang tidak sesuai dengan
kontrak kerja.

2. Achmad Zubairi Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pemolong

17 Sella Friska Amalia Ahmad, “Implementasi Pengupahan PT. Cakra Satya Internusa (CSI)
terhadap Karyawan Gapura Angkasa di Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,
2018).
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Cabe di Desa Bengkok Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”,
skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan para pemolong atas hasil
panen yang didapat saat musim cabe yang tidak sebanding dengan tenaga
yang dikeluarkan oleh para pemolong.®
3. Aulia Rachman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi
Pembayaran Upah dalam Advertaising PTS (Pait to Sign up) di Gptevo Via
Online”, skripsi ini membahas mengenai pembayaran upah karyawan yang
tidak tepat waktu atau membutuhkan waktu yang lama karena harus
memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu.®®
Dari skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam
penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi pada umumnya. Selain
karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik penekanannya pada
status boleh atau tidaknya sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri dimana dalam penelitian ini selain menggunakan
UU Ketenagakerjaan juga menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur serta Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja Rl No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan
Komponen Upah. Dan juga menurut sumber yang peneliti dapatkan belum
ada penelitian yang dilakuan di CV Herika Abdi Kecamatan Badas

Kabupaten Kediri.

18 Acmad Zuabairi Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pemolong Cabe di Desa
Bengkok Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,
2017).
19 Aulia Rachman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam
Advertaising PTS (Pait to Sign Up) di Gptevo Via Online”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,
2011).
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri.

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
sistem upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten
Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna
bagi peneliti dan pembaca, diantara kegunaannya :

1. Secara Teoritis

a. Sebagai kajian lebih lanjut mengenai sistem pengupahan di Indonesia.
b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkuat dan
menyempurkan teori yang sudah ada tentang upah atau pengupahan.

2. Secara Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upah lembur
yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif
b. Sebagai bahan masukan atau rujukan bagi pengusaha atau pemerintah
dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan dan upah lembur
pekerja/buruh.
G. Definisi Operasional
Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan

terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian, yaitu :
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1. Hukum Islam
Seluruh aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadist/As- Sunnah,
maupun pendapat para ulama tentang upah.
2. Hukum Positif
Segala aturan yang dibuat guna mewajibkan atau menetapkan tindakan
manusia mengenai sistem pemberian upah kepada pekerja/buruh, yang
diantaranya uu Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans No.
KEP.102/MEN/1V/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur serta Surat Edaran Menteri No. SE-07/MEN/1990 tentang
Pengelompokan Komponen Upah.
3. Upah Lembur
Upah yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaannya sesuai dengan
jumlah waktu kerja lembur yang dilakukan. Atau upah yang seharusnya
diterima oleh pekerja/buruh karena telah melakukan kerja lembur yang
telah diganti dengan sistem bonus.
4. CV Herika Abdi
Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bebek di Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri.
Metode Penelitian
Bertitik tolak dari keinginan untuk menyajikan informasi keilmuan yang
dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan ilmiah tertentu,
maka seluruh kegiatan studi ini dilakukan dengan mengikuti alat pijak
metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi
terhadap sistem upah lembur di CV Herika Abdi.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini

adalah :

a Data tentang ketentuan kerja lembur dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor KEP-
102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur.

b. Data tentang pengelompokan upah dalam Surat Edaran Menteri Rl No.
SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah

c. Data yang berkaitan dengan sistem upah lembur di CV Herika Abdi.
3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data
primer dan data sekunder.

a Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data
dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.?Wawancara
dengan pihak perusahaan dan pekerja/buruh di CV Herika Abdi.

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.



17

ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.?
Berupa buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan upah dan
kontrak kerja atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan di CV
Herika Abdi.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian
ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode-
metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dengan beberapa orang guna mengetahui atau mendengar
secara langsung informasi-informasi yang terkait dengan judul
penelitian, yakni wawancara dengan Bapak Rama selaku Mandor serta
Ibu Linda dan lbu Neris sebagai karyawan atau buruh.??

b. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan
data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.??

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan dengan tahap- tahap

sebagai berikut :

a Editing

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data

21 Marsuhan, Metodologi Penelitian Hukum, cet. 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
22 Bahder John Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 169.
23 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika IImu, 2004), 30.
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tersebut.?* Dalam hal ini yaitu memeriksa kembali data yang telah

diperoleh.

b. Analyzing
Analyzing yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis
untuk memperoleh kesimpulan tentang sistem penetapan upah lembur
di CV Herika Abdi menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a Deskriptif : yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu objek,
disini objek yang dimaksud adalah sistem penetapan upah lembur di
CV Herika Abdi yang kemudian dianalisa berdasarkan data yang telah
dikumpulkan.

b. Induktif : yaitu dengan mengungkapkan bagaimana upah yang baik

serta sesuai dengan perundang-undangan.
I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah
pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai
berikut :

Bab pertama (1) merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il konsep pengupahan menurut hukum Islam dan hukum positif

2 1bid., 97.



19

merupakan kerangka teoritis tentang ljarah dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor
KEP102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Dalam hal ini mencakup pengertian pengupahan atau ljarah (Ujrah), dasar
hukum pengupahan atau ljarah (Ujrah), syarat dan rukun pengupahan atau
ljarah (Ujrah),asas-asas dalam perjanjian Islam, kewajiban dan hak
pekerja,macam-macam ljarah menurut Islam, sistem ujrah dan menjelaskan isi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan upah, serta Kepmenakertrans Nomor KEP-
102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur,
serta Surat Edaran Menteri Rl No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan
Komponen Upah.

Bab 111 ketentuan pemberian upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan
Badas Kabupaten Kediri yang membahas tentang sistem penetapan upah
lembur di CV Herika Abdi terhadap pekerja/buruh yang mencakup profil CV
Herika Abdi, perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh, sistem kerja pekerja/buruh di CV Herika Abdi, serta sistem
pemberian upah lembur yang diganti dengan bonus.

Bab IV tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem upah
lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri berisi tentang
analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem penetapan upah
lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Bab V merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu

berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.



BAB 11
KONSEP PENGUPAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF
A. Upah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang
berarti ‘iwad (ganti) kata al-ujrah atau al-ajru yang menurut bahasa berarti
al ‘iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau
ganti suatu perbuatan.?® Adapun upah menurut kamus besar bahasa
Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa
atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan
sesuatu.?® Menurut Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah
adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik
berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu
kegiatan ekonomi.?” Adapun Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah
mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi
menurut syarat-syarat tertentu.?

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atas jasa atau pekerjaan
yang telah dilakukannya. Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa upah adalah pembayaran berupa apapun yang diterima

oleh seorang individu maupun sekelompok perusahaan atas jasa berupa

%5 Helmi Karim, Figh Mu’amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-Empat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI, 2013).

27 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.
28 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

20
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manfaat yang diberikan atau tenaga berupa pekerjaan yang telah dilakukan
sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Upah adalah hak seorang pekerja yang
harus diberikan setelah terpenuhinya kewajiban (pekerjaan yang dibebankan
kepada pekerja).Dalam Islam permasalahan mengenai pembayaran upah
tidak dapat disepelehkan, Islam mengharuskan untuk menyegerakan
pembayaran upah setelah seorang pekerja melakukan kewajibannya. Dalam
Hukum Islam upah atau al-ujrah tergabung dalam konteks al-ijarah.
ljarah

ljarah berasal dari kata “al-gjru” yang secara bahasa berarti “al-
‘iwadhu” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, ijarah ialah suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lafal ijarah
dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang
luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan
jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. ljarah merupakan salah
satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia,
seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan
‘mu’ajjir’, sedangkan penyewa disebut ‘musta’jir’ dan benda yang
disewakan disebut ‘ma jur’. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut ‘ujran’
atau ‘ujrah’. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian
konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling
serah terima. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang

kepada penyewa dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa
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(ujrah).?
3. Dasar Hukum Upah
Dasar hukum yang mengatur tentang upah atau ujrah telah dituangkan
secara eksplisit didalam Al-Qur’an dan Hadist. Adapun beberapa ayat terkait
upah diantaranya :

Surat Al-Qashas ayat 26

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
95 30

dipercaya”.

Surat Ali Imran ayat 57
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Artinya : “Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia
akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak
menyukai orang yang zalim.”3!
Dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW menganjurkan seorang

majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai

melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:*2

29 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002), 195.

30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: CV Karya Utama, 2002), 443.

31 Ibid., 71.

32 1bnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005),
VI11/398, hadis Nomor 2537.
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Artinya : “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu

Majah).®
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Artinya : “Telah menceritakan kepada saya (Yusuf bin Muhammad) berkata, telah
menceritakan kepada saya (Yahya bin Sulaiman) dari (Isma’il bin Umayyah) dari
(Sa’id bin Abi Sa’id) dari (Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu) dari Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda : ““Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku
berperang melawan mereka pada hari kiamat,seseorang yang bersumpah atas
namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu
memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja
kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”
(HR. Buhkari).*

Hadist diatas mencerminkan golongan orang yang akan diperangi
Rasulullah pada hari kiamat, salah satu diantaranya adalah orang yang tidak

membayarkan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

HL3as leler] 43 Lash LW3ds
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma’il) telah menceritakan
kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (lbnu Thowus) dari
(bapaknya) dari (Ibnu ‘Abbas Radliallahu ‘anhuma) berkata : Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”

33 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 104.
34 Al-Bukhari, Terjemahan Sahih al-Bukhari, juz 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.
3 Muhammad Al Albaini, Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

303.
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Hadist diatas memberikan gambaran dibolehkannya pemberian upah
dibidang kesehatan, dengan dasar Rasulullah pernah memberikan upah
kepada tukang bekamnya.

Berangkat dari ketentuan ayat al-Qur’an dan Hadist diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa pemberian upah atau ujrah dalam Islam sangat
diperhatikan, hal ini di karenakan Islam sendiri menjunjung tinggi rasa tolong
menolong, maka setiap jasa atau tenaga yang diberikan ada hak yang harus
diterima yakni berupa imbalan atau upah.

4. Rukun dan Syarat Upah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah 7jab dan qabil.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jjarah diantaranya® :
a. Agid (orang yang akad)

‘Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut
mu jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan
yang menyewa sesuatu disebut musta jir. Golongan Syafi’iyah dan
Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus
orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

b. Sigahakad (ijab qabiil)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighatul ‘aqd, terdiri
atas ijab dan gabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan gabul dapat
melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam,

5) dengan diam semata. Syarat ijab gabul dalam ijarah hampir sama

% Rachmad Syafei, Figih Muamalah, cet. Ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.
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dengan syarat ijab gabul pada jual beli. Hanya saja dalam ijarah harus
menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.®’
c. Ujrah
Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta ’jir atas jasa yang
telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu jir. Dengan syarat
hendaknya :

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah
dengan upah yang belum diketahui jumlahnya atau jihalah (tidak ada
kepastian).

2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang
dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari
pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia
mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan
saja

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang
yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya
harus lengkap.®

d. Manfaat
Untuk mengontrak seorang mutajir harus ditentukan bentuk
kerjanya, masa atau waktu kerjanya, upah serta tenaganya. Oleh karena

itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena

37 Moh. Saifullah Al Aziz S, Figih Islam Lengkap, (Surabaya : Terang Surabaya, 2005), 378.
% Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Figih Umar bin Khattab Ra, (Jakarta : PT Raja
Grafindo, 1999), 178.
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transaksi ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.*

Dalam hukum Islam telah mengatur sejumlah persyaratan yang

berkaitan dengan upah atau ujrah, diantaranya sebagai berikut :

a Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi
terbuka, sehingga dapat terwujud didalam diri setiap individu pelaku
ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal

terhadap kepentingan umum.

b. Upah harus berupa mal muttagawwim dan upah harus dinyatakan
secara jelas.*°Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat,
nilai  tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah

yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).

¢. Upah harus berbeda dengan objeknya. Mengupah suatu pekerjaan
dengan pekerjaan serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi

persyaratan ini.

d.  Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis
sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang
dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena
persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban

mengeluarkan upah atau ujrah sepantasnya setelah menggunakan

39 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar
Grafika, 1994), 157.

40 Ghufran A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),
186.
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tenaga seseorang tersebut.

e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas
dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga
tidak tercapainya maksud akad tersebut.** Ada beberapa kondisi yang

harus dipenuhi dalam masalah ini, diantaranya :
1) Penjelasan Manfaat

Diisyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada

harganya, dan dapat diketahui.*?
2) Penjelasan Waktu Akad

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan
awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan,
sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan
ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak
terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan

dan kesepakatan dalam akad.

41 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 129.
42 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figih Madzhab Syafi’i, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 139.
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Syarat-syarat pokok dalam al-Qur’an dan as-Sunnah mengenai
pengupahan adalah bagi musta jir harus memberi upah kepada mu jir
sepenuhnya atas jasa atau tenaga yang diberikan, sedangkan bagi mu jir harus
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam memenuhi
syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta jir
maupun pihak mu ’jir dan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt.*3

5. Asas-Asas dalam Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam Zjarah al- ‘amal.
Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa
upah merupakan mediasi mencari harta.** Dalam Al-Qur’an, besar minimal
gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi
secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola
perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya.
Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan
antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.
Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum
bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai- nilai kelayakan
dari upah. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu
kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal
seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat
untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa

yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak

43 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 236.
4 Abdullah Abdul Husain At-Tarigi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, cet. Ke-1
(‘Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), 99.
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memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat

dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al Qur’an dan

Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan,

kelayakan, dan kebajikan, diantaranya:*°

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan
jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang
adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan,
yaitu:

a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang
melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang
berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan
kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.

b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan
gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum
penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para
pengusaha.

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya
kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat,
sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan
pertimbangan semata.

3. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik
pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan

Sewenang-wenang.

4 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Pemikiran Keislaman, cet. Ke-4, (Bandung : Mizan,1996),
191.
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Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang
ditentukan lain dalam Al-Qur’an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip
ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi
hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk
muamalat.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur- unsur
paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur
paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini,
hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat.
Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja di tempatnya,
maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi
karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagaitambahan pemasukan
sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun
mendapatkan pangalaman kerja.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.*®

Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh Juhaya S.

Praja, yaitu :

1. Asastabadul al-manafi’ maksudnya adalah asas saling bekerja sama

4% Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam), cet. Ke-1
(‘Yogyakarta : Ul Press, 2000), 15.
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dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada
kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan

saling bermanfaat.

. Asas pemerataan maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam

bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai
oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara
merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini
menyangkut tentang prinsip keadilan dalam bidang muamalat.

Asas ‘an taradin atau suka sama suka asas ini merupakan kelanjutan dari
asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk
muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan
masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun
kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek
perikatan dan lainnya. Dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja
tidak ada unsur paksaan. Pengusaha tidak memaksa pekerja untuk bekerja
di tempatnya dan pekerja tidak ada paksaan untuk bekerja di suatu
perusahaan tertentu.

Asas ‘adam al-garar maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus
tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yangpelaksanaannya dapat
menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan
adanya ketidaksukaan.

Asasal-birr wa at-tagwa asas ini menekankan bentuk muamalat yang
termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk

muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling
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menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam
berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan
dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan
dalam hukum Islam.Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling
suka sama suka atau dalam bentuk kerja sama lain sekalipun diadakan
dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka al-birr wa
tagwa maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan
mempunyai hubungan kerja yang baik.

6. Asas musyarakah*’ asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk
muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang
saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan
juga bagi keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu harus
melibatkan semua pihak secara luas yang harus ikut merasakan
kemanfaatnnya.

6. Macam-Macam Upah
Macam-macam upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a. Upah yang sepadan atau Ujrah al-mithli
Ujrah al-mithli adalah upah yang sepadan dengan kualitas kerjanya
serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai
yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi
kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa.
Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak

yang melakukan pembelian jasa, akan tetapi belum menentukan upah

47 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-1 (Bandung : Yayasan Piara, 1993), 173.
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yang akan disepakati maka kedua belah pihak harus menentukan upah
yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang normalnya sesuai
dan sepadan dengan jenis pekerjaan tertentu.*®

Upah sepadan yang dimaksud tidak mengandung arti bahwa upah
harus sama dengan pekerjaan yang diberikan, para ulama sendiri berbeda
pendapat tentang hal ini diantaranya yang tidak membolehkan adalah
syafi’iyah dan hanafilah mereka berdalil dengan Hadist Nabi yang
melarang upah qafiz tukang giling, maksudnya adalah seseorang
meminta orang lain menggilingkan gafiz tertentu dengan upah gafiz yang
digiling. Sedangkan yang membolehkan adalah ulama Malikiyahdan
Hanabilah mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika
takarannya jelas. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh ulama
Syafi’iyah dan Hanafiyah diatas dianggap tidak shahih menurut mereka.

Lebih spesifik lagi ulama Hanabilah membolehkan apa yang ada
didalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk
memberikan sebagian gandum atau padi bagi yang mengeringkan atau
membawanya.*® Tujuan ditentukan upah yang sepadan adalah untuk
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun
penerima kerja, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam
setiap transaksi, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap
perselisihan yang terjadi dalam pemberian upah akan terselesaikan secara

adil.

48 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Ekonomi Ibnu Taimiyah.., 99-100.
4 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu.., 401.
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b. Upah yang disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang seperti ini syaratnya ketika disebutkan harus disertai
adalanya kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan
transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta ’jir tidak
boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah
disebutkan, sebagaimana mu’ajir juga tidak boleh dipaksa untuk
mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan
upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi,
maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan.
Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah
yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan atau
dikembalikan kepada upah yang sepadan (ujrah al-mithli).>° Jika
dikorelasikan di Indonesia, upah yang sepadan itu sama dengan
UMR/UMK, vyakni upah minimum vyang berlaku untuk semua
perusahaan dalam daerah tertentu, besar kecilnya upah minimum region
atau UMR disetiap daerah didasarkan pada indeks harga konsumen,
kebutuhan fisik minimum, dan perluasan kesempatan kerja.

7. Kewajiban dan Hak Pekerja
Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa
upah merupakan mediasi mencari harta.>! Dalam al-Qur’an, besar minimal

gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi

%0 Tagyuddin an-Nabhani, al-Nizam al-lgtsadi Fi al-Islam, terj. M. Magfur Wachid, cet. 2 (Surabaya
: Risalah Gusti, 1996), 103.

1 Abdullah Abdul Husain At-Tarigi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, cet. Ke-1,
(‘Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.
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secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola
perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya.
Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan
antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.
Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum
bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan
dari upah. Tingkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah dalam

surat At-Taha ayat 118-119 :
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Artinya: “Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan

dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga
dan tidak akan ditimpa panas matahari”. (QS. At-Taha: 118-119)%

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah diberikan sesuai dengan
pekerjaan- pekerjaan yang dilakukan. Upah tersebut diukur dari kebutuhan
pokok para pekerja. Islam juga menjelaskan bahwa upah tersebut diberikan
secara adil. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al- Jasiyah ayat
22 tentang prinsip keadilan :

- s
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Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan

agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka

tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jasiyah: 22)%

52 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Terbaru, (Surabaya : Mekar
Surabaya, 2004), 444-445.
%3 bid., 720.
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Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar
tidak saling menganiaya atau merugikan antar satu dengan yang lainnya.
Allah SWT juga memerintahkan manusia agar bersikap adil dan berbuat
kebajikan/kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang
perbuatan keji. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90 di

bawah ini, yang berbunyi :
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)*

Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan
keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang
memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena
itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari dari keseimbangan antara hak
dan kewajiban.Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan
timbal balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban
bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak
bagi pihak yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui
keberadaannya dalam hukum Islam. Hak-hak dan kewajiban para pekerja

hendaklah jelas agar para pekerja menjalankan pekerjaan mereka

sebagaimana mestinya dan dapat dilakukan pengawasan terhadap para

% lbid,. 377.
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pekerja. Adapun hak-hak pekerja :

a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati
kehidupan yang layak.

b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan
jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat
berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang
lebih banyak atau kedua-duanya.

c. Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya
pengobatan yang sesuai pada saat itu.

d. Penentuan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para
pekerja.

e. Para layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para pekerja.

f. Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang
berasal dari dana zakat.

g. Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam
pekerjaan.

h. Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada mereka
secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih
murah.

I. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika
mereka melakukan kesalahan selama bekerja.

J. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan

efisiensi kerja para karyawan tidak terganggu.*®

%5 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Terjemah Soeroyo dkk., cet. Ke-1, (Yogyakarta: PT Dana
Bhakti Wakaf, 1995), 361.
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8. Sistem Upah

Upah atau imbalan jasa dalam Islam ditentukan berdasarakan jasa kerja
atau manfaat dari tenaga kerja seseorang. Ini jelas berbeda dengan
pandangan kaum kapitalis dalam menentukan upah, dimana besar kecilnya
upah yang diberikan kepada pekerja ditentukan menyesuaikan dengan biaya
hidup dalam batas minimum. Islam mengisyaratkan dalam setiap transaksi
kerja, upah atau ujrah yang diberikan haruslah jelas dan terhindar dari
ketidak jelasan, hal ini penting adanya guna menghindarkan perselisihan
yang bisa terjadi di kemudian hari. Kompensasi yang berupa upah boleh saja
dibayarkan secara tunai boleh juga tidak, dikarenakan upah tersebut juga bisa
dinilai dengan harga, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan
harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun
jasa dengan syarat harus jelas.

Dikarenakan syarat sah suatu transaksi kerja harus jelas dan terhindar
dari kekaburan. Pendapat lain dikemukakan Taqyuddin an- Nabhani
mengenai perkiraan upah yang menyatakan bahwa dalam memperkirakan
upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam
produksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan
yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat
dari ijarah. Dan juga karena upah merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan
yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan
diantara kedua belah pihak, disamping itu juga menentukan upah
berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pemberi

kerja bisa mengendalikan seorang pekerja dengan menaikkan atau
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menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan naik dan turunnya harga.
Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja
pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi
menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan
keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara
keseluruhan merosot.®
B. Upah Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Upah
Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan sendiri
merupakan himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain
dengan menerima imbalan atau upah.®’ Berdasarkan materi perkuliahan
Hukum Perburuhan, upah dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. 1320 KUHPerdata tentang perjanjian
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
d. Kepmenakertrans No. KEP./102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur
e. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 tentang
Pengelompokan Upah, serta peraturan-peraturan lainnya.

Secara umum upah adalah imbalan yang diterima pekerja/buruh selama

% Tagyudin an-Nabhani, al-Nizam al-Iqgtsadi Fi al-Islam, terj. M. Magfur Wachid, cet. Ke-2,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.
5" Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 1992), 20.
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la melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi
pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah
mungkin agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau agar
keuntungannya menjadi lebih tinggi.>® Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya
yang berjudul “Principles of Personal Management” menyatakan bahwa
upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang
lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Upah merupakan suatu
imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan atau
jasa yang telah dilakukan. Upah sendiri berfungsi sebagai jaminan untuk
melangsungkan suatu kehidupan yang layak bagi manusia dan produksi yang
dinyatakan ataupun dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut
suatu persetujuan atau kesepakatan, undang- undang serta peraturan-
peraturan lainnya yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah
merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.>® Sehingga secara sederhana upah dapat diartikan
sebagai imbalan yang wujudnya bermacam-macam dari pemberi kerja

kepada penerima kerja sesuai dengan kesepakatan dan perundang-undangan

%8 Zainal Asikin dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
87.
%9 Pasal 1 ayat 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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atas usaha, jasa atau pelayanan yang telah dilakukan. Upah yang diberikan
kepada seseorang selain harus sebanding dengan jasa yang dilakukan juga
harus bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam
merangsang atau memotivasi Kkerja buruh banyak perusahaan yang
menerapkan atau memberikan tambahan-tambahan pendapatan seperti
bonus, fringe benefit atau keuntungan-keuntungan, tunjangan-tunjangan dan
lain sebagianya.

Buruh/pekerja sendiri adalah para tenaga kerja yang bekerja pada
perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan
peraturan Kkerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang
bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya, dengan tetap
memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar. Adanya
hubungan kerja berawal dari sebuah hubungan kerja. Dengan adanya
hubungan kerja maka akan muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Baik pihak pekerja maupun pengusaha. Salah satunya adalah waktu kerja.
Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tentang ketentuan
waktu kerja. Dalam Pasal 77 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa waktu kerja meliputi :

a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
b. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau

2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
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c. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

d. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.®°

Sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut antara lain dengan adanya
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl yang mengatur
mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur serta upah kerja lembur
disektor usaha atau pekerjaan tertentu yaitu :

a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor Kep-
234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha
Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah tertentu;

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor Per-
15/Men/V11/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha
Pertambangan Umum pada Daerah Operasi tertentu;

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor Per-
11/Men/V11/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan
pada Daerah Operasi tertentu.

Apabila melebihi waktu kerja yang telah ditentukan oleh perundang-
undangan maka waktu kerja tersebut disebut dengan waktu kerja lembur, dan
telah diatur dalam Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaanyakni :

a Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/burun melebihi waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat;

60 pasal 77 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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1) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
2) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

b. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur

c. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

d Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.!

2. Kerja Lembur dan Upah Lembur
Kerja lembur dan upah lembur telah diatur dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor
KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi ‘Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah
lembur’, yang dimaksud dengan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
adalah :
a. Waktu kerja yang melebihi 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam
seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
b. Waktu kerja 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari
kerja dalam 1 minggu.

C. Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang

61 pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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ditetapkan pemerintah.

Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu

kerja tersebut dengan ketentuan :

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

c. Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk kerja lembur yang
dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur.

Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha
dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan Perintah
tertulis dan persetujuan tertulis tersebut dapat dibuat dalam bentuk daftar
pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh
pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha. Pengusaha harus membuat
daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang
bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. Perusahaan yang
mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban :

a. Membayar upah kerja lembur

b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya

¢. memberi makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila
kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih, pemberian makan
dan minum tersebut tidak boleh diganti dengan uang.

Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara
menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Dalam hal upah

pekerja/buruh dibayar secara harian, maka perhitungan besarnya upah
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sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh
yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu) atau dikalikan 21 (dua
puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1
(minggu). Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil,
maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Dalam
hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan maka upah
sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan
ketentuan tidak boleh rendah dari upah minimum setempat. Cara perhitungan
upah kerja lembur sebagai berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

1) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu
setengah) kali upah sejam;

2) untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar
2 (dua) kali upah sejam.

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau
hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh)
jam seminggu maka :

1) Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar
2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah
sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah
sejam;

2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan
upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam,

jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan
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kedelapan 4 (empat) kali upah seja;

3) Apabilakerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari
libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, kesembilan dibayar 3 (tiga) kali
upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, upah dapat

berupa uang, barang, atau jasa. Dalam dasar-dasar perburuhan dijelaskan

mengenai jenis-jenis upah yang meliputi :

a. Upah Nominal, adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-
jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian kerja

b. Upahah Nyata (Real Wages), adalah uang yang nyata yang benar-benar
harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini
ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang banyak tergantung dari :

1) Besar kecilnya jumlah uang yang diterima
2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup, adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup
untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya
kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.

d.  Upah Minimum, adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh 50
pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh
yang bekerja diperusahaannya.

e. Upah Wajar (Fair Wages), adalah upah yang secara relatif dinilai cukup
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wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-

jasanya pada perusahaan. Upah wajar sering dipengaruhi oleh :
1) Kondisi negara pada umumnya

2) Nilai upah rata didaerah mana perusahaan itu berada

3) Peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri
4) Undang-undang mengenai upah khususnya

5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

Apabila dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi upah

nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah riil, yaitu banyaknya

barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.%? Dalam hal pembayaran

upah, pengusaha dan pekerja/buruh dapat melakukan kesepakatan untuk

menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan

dalam suatu perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/V1/2004

jangka waktu pembayaran upah secepat- cepatnya dapat dilakukan seminggu

sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja

untuk waktu kurang dari satu minggu. Bilamana upah tidak ditetapkan

menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan

ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/V1/2004 dengan pengertian bahwa upah

harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan

jumlah hari atau waktu bekerja.

Sistem pelaksanaan pemberian upah dapat digolongkan ke dalam 3

kelompok :

a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang

62 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Ikrarabadi, 1992), 130-131.
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dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya
b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian upah yang
hanya akan dibayarkan jika pekerja/buruh telah melakukan pekerjaan
atau menghasilkan pekerjaan
c.  Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas
perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.®3
Pelaksanaan pengupahan dalam hukum positif juga tidak terlepas dari hak
dan kewajiban masing-masing pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut :
1. Hak Karyawan
a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.%*
b. Setiap pekerja/lburuh  mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
1) Keselamatan dan kesempatan kerja
2) Moral dan kesusilaan dan
3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta
nilai-nilai agama.%®
4) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha.®®
5) Hak yang paling utama bagi karyawan adalah pemenuhan upah

sesuai dengan yang diperjanjikan.

8 M. Manulung, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 123.
64 Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 20.

® Ibid., Pasal 86 ayat 1.

% Ibid., Pasal 6 ayat 1.
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6) Hak untuk diperlukan baik dalam lingkungan kerja.
2. Kewajiban Karyawan
a. Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan
b. Menunaikan janji yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad
yang disepakati
c. Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar
dari hal-hal yang merugikan perusahaan
Perusahaan dalam melakukan pengupahan kepada pekerja/buruh dapat
menggunakan beberapa metode yakni upah langsung, gaji, komisi, premi shif
kerja, dan tunjangan tambahan. Menurut Panjojo dan Suad ada beberapa
macam sistem upah, diantaranya :
a. Sistem upah menurut waktu
Sistem upah menurut waktu sering dipakai pada para pekerja yang
pekerjaannya sukar diukur hasilnya, misalnya pekerja TU.
b. Sistem upah menurut kesatuan
Upah minimum sering ditetapkan bagi setiap buruh tanpa
memperhatikan berapa hasil kerja pegawai yang menghasilkan hasil kerja
yang sedikit tetapi memproduksi hasil produksi yang berkualitas baik.
c. Sistem upah premi/dorongan
Hasely menentukan waktu standar dan upah perjam tertentu yakni
buruh yang bekerja menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari waktu
standar diberi premi 50% dari upah yang telah dihemat oleh buruh.®’

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE- 07/MEN/1990

67 Ranu Panjojo Heijrahman dan Husnan Suad, (Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta, 2005).



50

tentang Pengelompokan Upah bahwa para pengusaha yang dengan maksud
untuk mendorong para pekerja/buruh dalam bekerja agar lebih disiplin, giat
dan produktif, banyak perusahaan yang memberikan bermacam-macam
tunjangan atau perangsang. Dimana upah pokok, tunjangan tetap, dan
tunjangan tidak tetap termasuk kedalam komponen upah sedangkan fasilitas,
bonus/insentif, dan tunjangan hari raya merupakan komponen dari non upah.
1. Pengertian komponen upah adalah sebagai berikut®®:

a. Upah Pokok : imbalan atas dasar yang dibayarkan kepada pekerja
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap : suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan serta
dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran
upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan
perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah dan lain-lain.
Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukkan dalam
komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut
tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh
pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

c. Tunjangan tidak tetap : suatu pembayaran secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap
untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan

waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok,

68 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah
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seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran,
tunjangan makan dapat dimasukkan kedalam tunjangan tidak tetap
apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran.

2. Pengertian pendapatan non upah sebagai berikut® :

b. Fasilitas : kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan
perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan
(antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian makan secara
cuma— cuma , sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi,

kantin, dan lain-lain.

c. Bonus : bukan merupakan bagian dari upah, melainkan
pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan
perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih
besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan
produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan

kesepakatan.

d. Tunjangan Hari Raya (THR).

8 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah.



BAB I
KETENTUAN UPAH LEMBUR DI CV HERIKA ABDI KECAMATAN
BADAS KABUPATEN KEDIRI
A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri
1. Keadaan Geografis
Wilayah Kabupaten Kediri terletak dibagian selatan Provinsi Jawa

Timur yaitu terletak antara 111°'47” 05 s/d 117 18’ 20” Bujur Timur dan B6’

12” s/d 8§ 0’ 32” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Nganjuk

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Tulungagung

C. Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Jombang

d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung
Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung
Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang
subur.

b. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur,
melintas aliran Sungai Brantas dari Selatan ke Utara yang membelah
wilayah Kabupaten

c. Bagian Timur Sunga Brantas, merupakan perbukitan kurang subur
yang membentang dari Gunung Argowayang dibagian utara dan

Gunung Kelud dibagian selatan.
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2. Luas Wilayah
Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km? atau
138.605 Ha yang terbagi menjadi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa
dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi
23 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004
dibentuk 3 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga
kecamatan, yaitu :
a. Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu
b. Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare
c. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.
3. Penduduk
Aspek penduduk merupakan aspek penting dalam melaksanakan
pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat
bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Penduduk
Kabupaten Kediri jumlahnya sebesar 1.603.041 jiwa dengan luas wilayah
1.386,05 Km2 maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.157 per Km.
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan pembangunan daerah diwilayah Kabupaten Kediri pada
tahun 2013 secara umum menunjukkan perkembangan yang progresif,
dengan ditandainya pemerataan pembangunan antar wilayah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2013 sebesar 5,78%,
apabila dilihat persektor maka sektor yang mengalami pertumbuhan
tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yakni menjadi

7,49%, selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar
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7,87%. Bila diamati menurut peranan sektoral dari tahun ke tahun
penopang ekonomi Kabupaten Kediri baik menurut Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konsisten (ADHK) masih
ditentukan oleh sektor pertanian, perdagangan hotel dan resto (PHR),
industri dan jasa-jasa.
5. Geologi

Kondisi lahan suatu wilayah dapat digambarkan melalui proporsi guna
lahannya. Dari total wilayah Kabupaten Kediri seluas 138.605 Ha, guna
lahan dengan luasan yang paling besar adalah guna sawah sebesar

47.580 Ha atau sekitar 34,33% dari total wilayah. Kemudian untuk guna

lahan bangunan dan pekarangan memiliki luas sebesar 28.178 Ha

(20,33%) untuk guna lahan tegal/ladang sebesar 26.714 (12,80%) serta

guna lahan kering lainnya dengan total seluas 18.398 Ha (13,27%).°

6. Keadaan Iklim
Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh
berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum
beriklim tropis dengan dua musim. Kondisi iklim rata-rata Kabupaten

Kediri, yaitu :

a. Suhu maksimum rata-rata 30,7C pada musim kemarau dan suhu
minimum rata-rata 23,8C pada musim penghujan, dan suhu rata-rata
setahunnya sebesar 27,2C.

b. Kelembapan udara rata-rata 85,5% pertahun sementara kelembapan

nisbi antara 74-86%.

70 https://kedirikab.go.id/index, (diakses pada 11 Mei 2020, pukul 1944).
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c. Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau antara 12-13 knots dan
pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin sebesar 17-20 knots.

d. Musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan yaitu sekitar bulan Mei-
November sementara musim penghujan berlangsung selama 4-5 bulan
pada bulan Desember-April setiap tahunnya.

e. Curah hujan rata-rata pertahunnya sebesar 130-150 mm, dengan jumlah

hari hujan rata-rata selama 6-15 hari.”

B. Gambaran Umum CV Herika Abdi

1.

Profil Perusahaan

Penelitian ini dilakukan di CV Herika Abdi yang berada di Jalan
Pandung Sumbersri Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri,
Jawa Timur. Lahir dan didirikan dengan latar belakang peternakan dan
pengolahan bebek, CV Herika Abdi telah berdiri sejak tahun 2004 dan telah
memiliki beberapa kantor dan gudang yang tersebar dibeberapa wilayah di
Kediri. CV Herika Abdi adalah perusahaan yang bergerak dibidang
peternakan bebek dan pengolahan bebek siap konsumsi yang berada
diwilayah Kediri. Awalnya perusahaan ini hanya peternakan bebek kecil
yang berada ditengah persawahan, lalu lambat laun mulai berkembang dan
memiliki beberapa peternakan (kandang) yang tersebar dibeberapa wilayah
seperti Kunjang, Jombang, Sawahan dan Cepu dan akan dikembangkan lagi
ditiga wilayah lain yakni Manggis, Jatirejo dan Pandantoyo yang ketiga
wilayah itu merupakan kawasan hutan yang didominasi tanaman sengo.

Selain peternakan (kandang) CV Herika Abdi memiliki satu perusahaan

1 1bid.,
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yang digunakan sebagai tempat pengolahan bebek siap konsumsi dan
tempat untuk mendistribusikan bebek-bebek tersebut. Mulai dari
pengolahan hingga penjualan yang terletak di Kecamatan Badas.’?
Karyawan dan Waktu Kerja

CV Herika Abdi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
peternakan dan pengolahan bebek mulai dari penetasan bebek hingga
pengolahan bebek siap konsumsi. CV Herika Abdi memiliki kurang lebih
300 karyawan atau tenaga kerja yang terbagi dibeberapa bidang /divisi,
pekerja/buruh di CV Herika Abdi melakukan pekerjaan dengan waktu kerja
selama 1 (satu) bulan dengan waktu libur selama 4 (empat) hari dalam satu
bulan atau 26 hari kerja dalam satu bulan. Karyawan mulai bekerja pada
pukul 07.00 sampai 16.00. CV Herika Abdi terdiri dari 6 (enam) divisi yang
diantaranya’ :
a. Divisi Penetasan
b. Divisi Kandang
c. Divisi Potong
d. Divisi Pergudangan
e. Divisi Muat
f. Divisi Packing
Ketentuan Bonus Lembur di CV Herika Abdi

CV Herika Abdi tidak menerapkan upah lembur dalam pengupahannya

melainkan menggantinya dengan bonus dengan ketentuan bahwa karyawan

72 Robir, Wawancara, Kediri, 23 November 2019

"3 1bid.,
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harus dapat melebihi target dalam sehari yakni lebih dari 10 truk dengan
begitu kerja lembur yang dilakukan karyawan akan dihargai dengan bonus.
Namun apabila tidak ada kelebihan target maka karyawan tidak
mendapatkan bonus meskipun telah melakukan kerja lembur, sehingga
disini pengusaha tidak melaksanakan pemberian upah kerja lembur atau
perhitungan upah kerja lembur dalam sehari menurut UU Ketenagakerjaan
serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranportasi No.
KEP.102/MEN/V1/2004 yaitu perhitungan upah kerja lembur didasarkan
pada upah bulanan. Cara perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah
sebulan, akan tetapi menggunakan kebijakan perusahaan yakni pekerja
mendapat bonus 1% dari kelebihan target.”

Berangkat dari kesepakatan kerja yang telah disepakati antara pekerja
dengan CV Herika Abdi dimana upah diberikan atau diterima setiap
minggu yakni perharinya Rp74.000,00 dan Rp444.000,00 perminggu. Para
pekerja juga dijanjikan akan diberi insentif/bonus apabila dalam melakukan
pekerjaannya telah melebihi target penjualan. Namun dalam hal ini
perusahaan tidak memberikan upah lembur kepada pekerja yang telah
melakukan pekerjaan lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan tersebut,
yakni 8 jam. Apabila dalam pekerjaan melebihi target maka pekerja
tersebut akan diberi bonus 1% dari hasil penjualan tersebut, dan bonus akan
diberikan setiap akhir bulan. Sehingga pemberian bonus tersebut dinilai
sebagai pengganti upah lembur yang telah dilakukan pekerja.

Contoh perhitungan pemberian insentif/bonus tersebut yakni dalam

7% 1bid.,
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sehari perusahaan menargetkan 10 truk, dalam 1 (satu) truk dapat memuat
maksimal 300 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 6 bebek. Sehingga
dalam sehari targetnya yaitu 3000 karton atau 10 truk. Jika pekerja mampu
menyelesaikan target tersebut sesuai dengan waktu kerja maka mereka
tidak mendapatkan insentif, dan juga walaupun melebihi waktu kerja
pekerja tersebut tetap harus menyelesaikan target tersebut sampai dengan
pengiriman. Sehingga kelebihan waktu kerja tersebut tidak dinilai sebagai
waktu kerja lembur melainkan penyelesaian target yang telah ditetapkan.

Namun jika para buruh/pekerja menyelesaikan target tersebut dengan
cepat dan tepat serta mampu melebihinya maka akan diberikan insentif 1%
dari hasil penjualan tersebut, sehingga jika 1 karton bebek seharga
Rp150.000,00 maka dalam sehari targetnya yaitu Rp150.000,00 x 3000 =
Rp450.000.000,00. Jadi jika pekerja/buruh mampu melebihi target tersebut
misalnya 1 truk maka hitungannya menjadi Rp150.000,00 x 3300 =
Rp495.000.000,00 sehingga 1% dari Rp495.000.000,00 adalah
Rp4.950.000,00 jika dibagi ke 300 pekerja/buruh maka setiap pekerja
mendapat insentif Rp16.500,00 perharinya dan Rp429.000,00
perbulannya.”™

Menurut penuturan bu Umi selaku pekerja/buruh di CV Herika Abdi,
dalam menyelesaikan target tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam
melebihi waktu kerja (10 jam dalam sehari). Dan menurut bu Nensi dalam
sebulan tidak selalu mampu melebihi target tersebut, kadang

menyelesaikan target 10 truk saja sudah melebihi waktu kerja. Dan

75 1bid.,
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sayangnya kelebihan waktu kerja tersebut tidak dinilai sebagai waktu kerja
lembur, sehingga tidak mendapatkan upah lembur.®

Sedangkan menurut penuturan bapak Robir selaku mandor di CV
Herika Abdi, tidak adanya pemberian upah lembur tersebut dikarenakan
target tersebut sudah menjadi tanggung jawab pekerja/buruh untuk
diselesaikan dan sudah ada kesepatan diawal mengenai target tersebut.
Terlebih lagi dalam menyelesaikan target tersebut para pekerja juga tidak
bekerja secara manual saja melainkan juga dibantu oleh mesin yang
mempunyai kapasitas besar. Dan lamanya proses penyelesaian target
tersebut juga bisa di karenakan oleh terlambatnya truk pengangkut datang
sehingga para pekerja harus menunggu sampai truk datang. Dan juga
menurut pak Robir target tersebut sudah diperhitungkan sejak awal untuk
waktu penyelesaiannya.

4. Akad Perjanjian Kerja Antara CV Herika Abdi dengan Karyawan

Pekerja atau karyawan yang bekerja di CV Herika Abdi tidak bisa
berbuat sesuai kehendaknya sendiri karena adanya sebuah kesepakatan
kerja, selain itu kesepakatan kerja juga bertujuan supaya tidak terjadi
kesalah pahaman antara pekerja dengan CV Herika Abdi yang bisa terjadi
di kemudian hari. Perjanjian kerja atau kontrak kerja di CV Herika Abdi
tidak dimintakan dalam bentuk tertentu, jadi dapat dilakukan secara lisan
yakni pihak perusahaan langsung menyampaikan atau membacakan
kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan maupun tertulis yakni dengan

menandatangani perjanjian kerja atau kontrak kerja. Namun pengusaha

76 Umi, Wawancara, Kediri, 25 November 20109.
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ketika saya minta untuk menunjukkan peraturan perusahaan serta
perjanjian kerja yang seharusnya di dalamnya memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak termasuk pengupahan (jumlah, waktu, tempat dan
cara pembayaran upah, macam-macam upah yang berhak diterima
karyawan), ternyata pihak perusahaan merasa keberatan jika harus
menunjukkan secara langsung sehingga mereka hanya berkenan untuk
menuturkannya secara langsung. Yang dalam perjanjian kerja antara
karyawan dan perusahaan didalamnya kurang lebih berisi :
a. Kewajiban karyawan
b. Hak-hak karyawan
c. Hari kerja dan jam kerja
d. Upah
e. Kerja lembur
f. Penempatan jabatan
g. Sanksi

CV Herika Abdi menggunakan kontrak kerja tertulis dimana kontrak
kerja tersebut dibacakan secara lisan oleh pimpinan perusahaan didepan
calon pekerja yang akan bekerja. Dalam hal ini menurut penuturan lbu
Lili selaku admin muat di CV Herika Abdi bahwa kontrak kerja dapat
diperpanjang setiap 6 bulan sekali.”

5. Penerapan Upah Kerja Lembur di CV Herika Abdi
Pelaksanaan penerapan upah yang diberlakukan di CV Herika Abdi

kepada pekerja adalah berupa uang yang langsung diberikan secara tunai

77Erlili, Wawancara, Kediri, 23 November 2019.
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kepada karyawan, cara-cara atau sistem pemberian upah yang diberikan
oleh para pengusaha banyak sekali macamnya, sistem pemberian upah
maksudnya adalah bagaimana pengusaha biasanya memberikan upah
kepada pekerjanya. Dalam teori sistem pemberian upah ini banyak sekali
macamnya namun pada CV Herika Abdi ini rata-rata menggunkan sistem
pemberian jangka waktu, yang pembayarannya dilakukan setiap satu
minggu sekali dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara
pekerja dan pengusaha.’

Penerapan waktu kerja yang dilakukan pengusaha tidaklah sama
dengan apa yang ada dalam perjanjian kerja bahwasanya dalam perjanjian
kerja menyebutkan bahwa karyawan mengakhiri pekerjaan mereka dengan
mengikuti peraturan yang disebutkan dalam undang-undang atau mengikuti
peraturan pemerintah yaitu 8 jam. Akan tetapi dalam praktiknya karyawan
dilarang pulang atau mengakhiri pekerjaannya sebelum menyelesaikan
target perusahaan. Apalagi ditambah dengan adanya kebijakan dari mandor
yang menyebutkan bahwa jika pekerja ingin pulang maka ia harus
menyelesaikan target perusahaan yakni 10 truk dalam sehari, dan apabila
mampu melebihi target tersebut maka karyawan akan diberikan bonus
sebagai ganti upah lembur. Namun apabila karyawan bekerja melebihi jam
kerja (8 jam) namun tidak ada kelebihan target maka tidak akan
mendapatkan bonus yang merupakan pengganti upah lembur. Menurut Bu
Liliselaku salah satu karyawan CV Herika Abdi memaparkan bahwa

kebijakan perusahaan tersebut sangat merugikan pihak karyawan, karena

"8 1bid.,
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mereka bekerja melebihi jam kerja dan tidak mendapatkan upah lembur

yang semestinya didapatkan.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SISTEM UPAH LEMBUR DI CV HERIKA ABDI KECAMATAN BADAS
KABUPATEN KEDIRI
A. Sistem Upah Lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kabupaten
Kediri

Sistem upah kerja lembur di CV Herika Abdi Badas menyatakan
bahwasanya karyawan akan mendapatkan bonus atau pengganti upah kerja
lembur dengan ketentuan apabila mereka melebihi target yang telah ditentukan
perusahaan yakni lebih dari 10 truk dalam sehari. Sehingga bonus karyawan
dihitung bukan dari waktu kerja akan tetapi dari segi mendapatkan kelebihan
target. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan tidak
disebutkan mengenai upah kerja lembur, mereka hanya menyebutkan bahwa
dalam sehari karyawan harus menyelesaikan target perusahaan dan akan
mendapatkan bonus 1% apabila mampu melebihi target tersebut. Dan peraturan
perusahaan yang menyebutkan bahwasanya karyawan dilarang mengakhiri
pekerjaan apabila target belum terpenuhi, sedangkan seharusnya mereka
pulang jam 16.00 dengan waktu masuk kerja yang dimulai pukul 07.00 atau
jam 7 pagi.

Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja yang menyebutkan bahwa
karyawan dapat mengakhiri pekerjaan mereka setiap harinya dengan mengikuti
peraturan yang disebutkan dalam undang-undang atau mengikuti peraturan
pemerintah yaitu 8 (delapan) jam, dan selebihnya dihitung sebagai kerja

lembur. Namun dalam praktiknya perusahaan tidak menerapkan sistem kerja
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lembur maupun upah kerja lembur melainkan menggantinya dengan bonus.
Dengan diterapkannya kebijakan perusahaan tersebut, bagi pihak karyawan
merasa sangat dirugikan karena mereka tidak mendapatkan upah lembur yang
semestinya mereka dapatkan dengan bekerja melibihi waktu kerja yang
ditentukan pemerintah. Perusahaan melakukan kebijakan tersebut dengan
alasan agar target perusahaan tercapai, walaupun kebijakan tersebut merugikan
pihak pekerja/buruh serta tidak memperhatikan hak-hak dari para pekerja itu
sendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Lembur di CV Herika
Abdi Kecamatan Badas Kediri

Sedikit pembahasan tentang upah, bahwa dalam hukum Islam upah atau
ujrah diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni upah yang sepadan (ujrah al-
mithli) dan upah yang disebutkan (ujrah al-musamma).”® Ringkas kata ujrah
al-mithli adalah upah yang sepadan dengan dengan kualitas kerjaannya serta
sepadan pula dengan jenis pekerjaannya, sedangkan ujrah al- musamma adalah
upah yang telah disebutkan diawal kesepakatan kerja, maksudnya upah tidak
boleh lebih rendah atau menuntut lebih tinggi dari apa yang telah disepakati
diawal perjanjian kerja.

Persoalan yang terjadi di CV Herika Abdi adalah pemberian upah kerja
lembur yang diganti dengan bonus yang jumlahnya tidak tentu dan juga tidak
selalu didapat apabila tidak melebihi target. Dengan mengesampingkan apapun
alasan dari pihak perusahaan terhadap sistem pemberian upah semacam itu, dan

terfokus pada praktik pemberian bonus tersebut maka perlu ditelaah dari dua

M. Arskal Salim, Etika Investasi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, (Jakarta :
Logos, 1999), 99-100.
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sisi yakni sisi ujrah al-mithli serta sisi ujrah al-musamma.

Pertama, dipandang dari sudut pandang ujrah al-mithli atau upah yang
sepadan adalah dalam pemberian upah harus sesuai dengan jerih payah atau
kualitas suatu pekerjaan yang dibebankan kepada para pekerja, apabila
dihubungkan dengan dengan pemberian atau penggantian upah lembur dengan
bonus di CV Herika Abdi, maka seharusnya upah yang harus diberikan oleh
perusahaan kepada karyawan adalah upah kerja lembur yang jumlahnya sesuai
dengan berapa lama waktu kerja lembur yang dilakukan atau sesuai dengan
peraturan perhitungan upah lembur yang ditetapkan perundang-undangan.
Dalam hukum Islam seorang pemberi kerja diwajibkan membayar upah
pekerja/buruh sesegera mungkin, dan seorang pekerja dituntut untuk
menyelesaikan pekerjaannya sebaik dan secepat mungkin. Sejalan dengan
prinsip ujrah al-mithli maka upah yang harus diterima pekerja adalah sesuatu
yang senilai dan sepadan dengan pekerjaan tersebut.

Tinjauan penulis tentang pembayaran upah kerja lembur yang diganti
dengan bonus di CV Herika Abdi apabila dikaitkan dengan ujrah al-mithli
secara teknis adalah tidak diperbolehkan. Karena imbalan bonus yang tidak
tentu jumlahnya dan tidak selalu didapatkan, sehingga tidak ada kejelasan
mengenai jumlah bonus atau upah yang didapatkan atas pekerjaan lembur yang
telah dilakukan.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam akad atau kesepakatan antara
perusahaan dengan karyawan CV Herika Abdi adalah fasid (dzolim), salah
satunya karena perusahaan menyalahi syarat-syarat dalam pemberian upah,

yakni ketidak jelasan dalam memberikan upah, dimana upah lembur harus
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diberikan atau diperhitungkan jumlahnya secara jelas bukan diganti dengan
bonus yang jumlahnya tidak jelas dan tidak tentu.

Kedua, dipandang dari sisi ujrah al-musamma atau upah yang disebutkan,
maksudnya adalah upah yang diberikan kepada pekerja sewajarnya sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan diawal perjanjian kerja dengan syarat utama
yakni harus disertai dengan kerelaan. Prinsip upah atau ujrah yang kedua inilah
yang umumnya diaplikasikan di Indonesia, sebab segala yang mengatur
tentang hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilakukan seorang
pekerja akan dituangkan dalam perjanjian kerja.

Prinsip ujmusamma yang ditekankan adalah kerelaan antara kedua belah
pihak yakni pemberi upah dan penerima upah. Pemberian bonus atau
penggantian upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kediri apabila
dilihat dari kaca mata ujrah al-musamma adalah diperbolehkan, dengan
beberapa alasan teknis, yakni diantaranya saat ketentuan bonus tersebut
diberikan baik pihak perusahaan maupun pekerja sama-sama rela serta
sebelumnya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para pekerja.

Dalam hukum Islam memberikan upah berupa upah makan adalah dilarang
menurut jumhur ulama’ karena adanya unsur ketidak pastian atau biasa disebut
jihalah. Pemberian upah dalam Islam sangat menekankan prinsip adil baik
untuk pemberi kerja maupun untuk pekerja, artinya manfaat yang diperoleh
pemberi kerja mestinya seimbang dengan upah yang telah dibayarkan,
sedangkan bagi pekerja upah yang diterima semestinya setimpal dengan tenaga
dan fikiran yang telah dikeluarkan untuk suatu pekerjaan. Jika dikorelasikan

pada pemberian upah yang terjadi di CV Herika Abdi, dari perspektif pihak
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perusahaan upahnya akan tampak adil, karena pihak perusahaan telah
memperhitungkan waktu kerja dengan target yang ingin dicapai, sehingga
apabila terjadi kelebihan waktu kerja itu bukan serta merta kesalahan
perusahaan melainkan para pekerja yang tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya tepat pada waktunya. Namun bagi para pekerja yang telah
melakukan pekerjaan secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kerjanya
namun upah yang diterima justru tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berangkat dari pandangan hukum Islam mengenai upah atau ujrah yang
ditinjau dari dua macam ujrah diatas jika kemudian dikorelasikan dengan kasus
pemberian upah yang terjadi di CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kediri,
maka pemberian upah tersebut adalah tidak boleh, dengan dasar bahwa upah
yang diberikan kepada pekerja tersebut menyalahi ketentuan syara’ serta
mengandung jihalah (ketidakpastian).

C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Sistem Upah Lembur di CV Herika

Abdi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Dalam ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan
menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.®

Kesimpulan yang bisa diambil dari pengertian diatas adalah setiap pekerja

8 pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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harus mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.
Berkaitan dengan hak pekerja yaitu hak untuk mendapatkan upah, upah
merupakan imbalan bagi para pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha
atau majikan. Besar kecilnya upah yang berikan sesuai dengan jasa yang telah
dilakukan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar terjadi
keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, maka harus mempertimbangkan
tingkat upah yang ditetapkan pada awal atau sebelum hubungan kerja itu
berlangsung agar tidak terjadi perselisihan diakhir atau adanya pihak-pihak
yang merasa dirugikan, namun upah yang diberikan oleh pengusaha kepada
pekerjanya jangan terlalu rendah atau tidak boleh keluar dari peraturan
pemerintah.8!

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 78 ayat (2) menjelaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah kerja
lembur jika mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja. Serta ada juga
keputusan menteri yang membahas tentang upah dan waktu kerja lembur,
keputusan menteri yang dimaksud ialah Kepmenakertrans No.
KEP.102/MEN/V1/2004, yang menjelaskan bahwa waktu kerja lembur adalah
waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1
(minggu) untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam
sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau
pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya CV Herika Abdi tidak

81 Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/V1/2004.
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mempergunakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam UU

Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perusahaan menggunakan aturan atau membuat peraturan sendiri untuk waktu

kerja guna mencapai target yang diinginkan. Dalam CV Herika Abdi hak untuk

memperoleh bonus atau pengganti upah kerja lembur dengan ketentuan harus
mencapai lebih dari 10 truk dalam sehari. Namun untuk mencapai lebih dari
target tersebut dirasa sangat sulit dan tidak mudah.

Dengan adanya ketentuan tersebut dimungkinkan waktu kerja lembur lebih
dari 40 jam dalam seminggu. Dalam hal waktu kerja lembur, beberapa
kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ialah :

1. Membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama
pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

2. Membayar upah kerja lembur.

3. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. Waktu istirahat ini harus
mengacu pada ketentuan pasal 79 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa istirahat antara jam Kkerja,
sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus
menerus dan waktu istirahat tidak termasuk jam kerja.

4. Memberikan makan dan minum sekurang-kurangnya 14000 kalori apabila
kerja lembur selama tiga jam atau lebih, pemberitahuan makanan tidak
boleh diganti dengan uang, hal ini dimaksudkan agar kesehatan
pekerja/buruh dapat tetap terpelihara.

Di CV Herika Abdi Kecamatan Badas, kewajiban yang harus dipenuhi oleh

perusahaan tidak dilakukan seperti membuat daftar pelaksana kerja lembur,
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lamanya waktu kerja lembur, serta pemberian upah lembur, sehingga sangat
merugikan para pekerja. Dalam sistem kerja lemburnya tidak menggunakan
waktu seperti yang ditentukan oleh pemerintah akan tetapi menggunakan
tercapainya target perusahaan walaupun sampai melebihi waktu kerja
pekerja/buruh.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pekerja CV
Herika Abdi mengatakan bahwa sistem upah lembur dan waktu kerja yang
terjadi di CV Herika Abdi ditentukan sepenuhnya oleh pihak perusahaan tanpa
persetujuan atau sepengetahuan dari pihak pekerja yang ada diperusahaan
tersebut. Sehingga peraturan perusahaan tersebut bertentangan dengan pasal
114 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak diikut
sertakannya pihak pekerja dalam penyusunannya, maka peraturan perusahaan
tersebut tidak sah dan dapat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat
formil suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat dua syarat untuk dapat
menjadikan sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat formil dan syarat materiil.
Adapun sayarat formil sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari
masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, dan masing-
masing pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat
materiil sahnya suatu pernjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut harus
mengenai sesuatu obyek tertentu dan materi perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan undang-undang®? Tidak terpenuhinya syarat formil suatu

8 Subeki, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Prandya Paramita, 2003), 339.
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perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan dapat
dibatalkan, sedangkan jika syarat materiil yang tidak terpenuhi maka perjanjian
tersebut batal demi hukum.

Dalam pemberian bonus sebagai pengganti upah lembur sendiri tidak
dikenal dalam undang-undang, karena menurut Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dijelaskan
bahwa bonus merupakan bagian dari pendapat non upah yang artinya bonus
adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang
diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja
menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau
karena peningkatan produktivitas, besarnya bonus diatur berdasarkan
kesepakatan.®® Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan umum Undang-
Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai upah
serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa perusahaan
wajib membayar upah kerja lembur maka penggantian upah kerja lembur
dengan bonus dirasa kurang tepat karena bonus bukan bagian dari komponen
upah.

Berdasarkan hasil penelitian maka jelas bahwa pihak perusahaan
melanggar beberapa ketentuan, yakni :

1 Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan waktu kerja yang
ditentukan pengusaha adalah

a 7 jamdalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam

satu minggu

8 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah.
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b. 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam
satu minggu

2. Pasal 78 ayat (1b) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa
pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang
ditentukan pemerintah harus memenuhi syarat dengan waktu kerja lembur
hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam
satu minggu.

3. Pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah

kerja lembur.

Menurut ketentuan Pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003, kesepakatan yang
melanggar ketentuan tentang pengupahan yang terjadi antara pihak pengusaha
dengan pekerja tersebut batal demi hukum karena tidak ada pengupahan kerja
lembur bagi karyawan yang tidak mencapai target lebih dalam 1 hari serta
perjanjian yang berbeda dengan penerapannya yang menyatakan bahwa waktu
kerja karyawan mengikuti waktu kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah,
maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan

perundang-undangan.

Sejalan dengan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa
penggantian pemberian upah lembur dengan bonus yang terjadi di CV Herika
Abdi Kecamatan Badas Kediri adalah telah menyalahi aturan perundang-
undangan terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan karena upah lembur tidak diberikan dengan semestinya serta

tidak sesuai dengan perundang-undangan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka disini
penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sistem penetapan upah lembur di CV Herika Abdi Kecamatan Badas
Kediri yaitu menggantinya dengan bonus dimana karyawan akan
menerima bonus sebagai pengganti upah lembur apabila dalam sehari
mampu melebihi target yang sudah ditentukan perusahaan yakni 1ebih
dari 10 truk dalam sehari, dan akan mendapat bonus 1% dari
keuntungan yang didapat.Sehingga bonus karyawan dihitung bukan
dari waktu kerja akan tetapi dari segi mendapatkan kelebihan target.

2. Pemberian upah lembur yang diganti dengan bonus yang dilakukan di
CV Herika Abdi Kecamatan Badas Kediri menurut hukum Islam tidak
diperbolehkan karena didalamnya mengandung unsur jihalah atau
ketidakpastian. Begitu juga menurut Hukum Positif, CV Herika Abdi
Kecamatan Badas Kediri telah menyalahi aturan perundang-undangan
terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan karena upah lembur tidak diberikan dengan

semestinya serta tidak sesuai dengan perundang-undangan.
B. Saran

Sejalan dengan pemberian upah lembur yang diganti dengan bonus di CV

Herika Abdi Kecamatan Badas Kediri, dan berdasarkan pada kesimpulan diatas
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maka penulis memberikan saran berupa :

1. CV Herika Abdi hendaknya dalam pemberian upah lembur kepada karyawan
berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kesejahteraan karyawan terjamin serta adil bagi karyawan yang telah bekerja

keras.

2. Para pekerja seharusnya dalam lebih teliti saat melakukan kesepakatan kerja

dan menyelesaikan target yang telah dibuat perusahaan tepat pada waktunya.



DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman. 1995.Doktrin Ekonomi Islam Terjemah Soeroyo dkk., cet. ke-1.
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Amalia Ahmad, Sella Friska. 2018. “Implementasi Pengupahan PT. Cakra Satya
Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa di Sidoarjo dalam
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

An-Nabhani, Tagyuddin. 1996. al-Nizam al-Igtsadi Fi al-Islam, terj. M. Magfur
Wachid, cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti.

Asikin, Zainal. 1997. Dasar-dasar Hukum Perburuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000.Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam),cet. ke-1. Yogyakarta: Ull Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 1996.Refleksi Atas Pemikiran Keislaman, cet. ke-4.

Bandung: Mizan.

Bungin, Burhan. 2001.Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga
University Press

Departemen Agama RI. 2002.Al-Qur’an dan Terjemah. Surabaya: CV. Karya

Utama.

Departemen Pendidikan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka.
Djumialdji, F.X. 2001. Perjanjian Kerja, cet. ke-4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Erlili. Wawancara, Kediri, 24 November 2019
Fahruddin. 1992.Mencari Kurnia Allah.Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Halim, Ridwan. 1985.Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab. Jakarta

Timur: Ghalia Indonesia.

76



77

Heijrahman, Ranu Panjojo, dan Husnan Suad. 2005. Manajemen Personalia, BPFE,

Yogyakarta.

Huda, Nurul. 2008.Ekonomi Makro Islam PendekatanTeoritis.Jakarta

Prenadamedia Group.

Husain At-Tarigi, Abdullah Abdul. 2004.Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan
Tujuan,cet. ke-1. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Ichsan, Achmad Zubairi. 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pemolong
Cabe di Desa Bengkok Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi’”.
Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Karim, Helmi. 1997.Figh Mu’ amalah.Jakarta: Rajawali Pers. Kepmenakertrans No.
KEP.102/MEN/V1/2004

Manulung, M. 1991.Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet. ke-1. Yogyakarta :
Liberty.

Margono. 2004.Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Renika IImu.

Marsuhan. 2013.Metologi Penelitian Hukum, cet. 2. Surabaya: Hilal Pustaka.
Mujahidin, H. Akhmad. 2014. Ekonomi Islam 2. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
Muslich, Ahmad Wardi.2010. Figih Muamalat. Jakarta: Bumi Aksara.

Praja, Juhaya S. 1993. Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1. Bandung: Yayasan Piara.
Rachman, Aulia Rachman. 2011. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi

Pembayaran Upah dalam Advertaising PTS (Pait to Sign up) di Gptevo Via
Online”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Robir, Wawancara, Kediri, 23 November 2019

Salim, M. Arskal. 1999.Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.

Jakarta: Logos.

Soepomo, Iman. 1992.Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT. Ikrar
Mandiriabadi.



78

Subeki. 2003.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pransya

Paramita.
Suhendi, Hendi. 2005. Figh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 tentang
Pengelompokan Upah

Syafei, Rachmad. 2001. Figih Muamalah, cet. ke-4. Bandung: CV Pustaka Setia.
Umi, Wawancara, Kediri, 25 November 2019
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Uwiyono, Aloysius. 2018. Asas-Asas Hukum  Perburuhan  Jakarta:  PT
Rajagrafindo Persada.

Zuhaili, Wahbah. al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu, jilid V.





